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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori Efektivitas
2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau
sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan
ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran
tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengertian tersebut
sesuai dengan pendapat Mahmudi (2005:92) yang menyatakan bahwa
efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin
besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka
semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Selain itu,
Kurniawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas adalah kemampuan
melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi)
daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan
atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Lebih lanjut, Hidayat dalam
Rizky (2011:1) menjelaskan efektivitas adalah suatu ukuran yang
menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah
tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin

tinggi efektivitasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas
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merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target sasaran

atau tujuan telah tercapai.

Konsep Efektivitas

Berdasarkan  Ensiklopedi Umum  Administrasi  (1979),
Efektivitas berasal dari kata kerja efektif, berarti terjadinya suatu
akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan. Setiap pekerjaan
yang efektif belum tentu efisien, karena mungkin hasil dicapai dengan
penghamburan material, juga berupa pikiran, tenaga, waktu, maupun
benda lainnya. Kata efektivitas sering diikuti dengan kata efisiensi,
dimana kedua kata tersebut sangat berhubungan dengan produktivitas
dari suatu tindakan atau hasil yang diinginkan. Suatu yang efektif
belum tentu efisien, demikian juga sebaliknya suatu yang efisien
belum tentu efektif. Dengan demikian, istilah efektif adalah melakukan
pekerjaan yang benar dan sesuai serta dengan cara yang tepat untuk
mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan efisien
adalah hasil dari yang usaha yang dilakukan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau
sasaranyang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas
disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah
ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soewarno
yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti

tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat yang
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sama juga dikemukakan oleh Caster I. Bernand, efektivitas adalah
tercaoainya sasaran yang telah disepakati bersama
(Bernand,1992:207).

Menurut Drucker dalam Nuruddin (2007) menyatakan bahwa
efektivitas berarti melakukan sesuatu yang benar atau sejauh mana kita
mencapai tujuan. Sementara menurut Handoko (1992), efektivitas
adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat yang telah
ditentukan. Bagi Komaruddin (1994), efektivitas adalah suatu keadaan
yang menunjukan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan
manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih
dahulu. Sementara Winardi (1992), efektivitas adalah hasil yang dicapi
seorang pekerja dibandingkan dengan hasil yang diperoleh seorang
pekerja dibandingkan dengan hasil produksi lain dalam jangka waktu
tertentu. Jadi efektivitas adalah merupakan kemampuan untuk memilih
tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk
mencapai tujuan dengan tepat dan cepat, dengan pencapaian berhasil
ataupun gagal.

Menurut Campbell J.P, (1970), Pengukuran Efektivitas secara
umum dan yang paling menonjol adalah:

1. Keberhasilan program.

2. Keberhasilan sasaran.

w

Kepuasan terhadap program.

SN

. Tingjat input dan output.
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5. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan
kemampuan operasional dalm melaksanakan program-program kerja
yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara
komperhensi, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan
suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-
tugas pokonya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan
sebelumnya (Campbell,1970).

Efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal yang
menggambarkan tentang efektivitas, yaitu:

1. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang
seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.
2. Mencapai tingkat pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik
dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
3. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu hasil
yang bermanfaat.
4. Menangani tantangan masa depan.

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan
atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari
produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang
maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas,

kuantitas, dan waktu.
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Kata efektivitas berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang
dikehendaki dalam suatu perbuatan. Kata efektif berarti berhasil, tepat,
manjur, (S. Wojowisoto, 1980). Jadi efektivitas adalah sesuatu keadaan
yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau
akibat yang dikehendaki.

The Liang Gie berpendapat Efektivitas merupakan keadaan
yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau
akibat yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau
menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang
dikehendaki.

Efektivitas menurut Hidayat (1986), adalah suatu ukuran yang
menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah
tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin
tinggi efektivitasnya.

Konsep Efektivitas dan efisiensi mempunyai pengertian yang
berbeda. Efisiensi lebih menitik beratkan dalam pencapaian hasil yang
besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin, sedangkan
pengertian efektif lebih tearah pada tujuan yang dicapai, tanpa

mementingkan pengorbanan yang dikeluarkan.
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2.1.3 Ukuran Efektivitas

Adapun Kkriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan

efektif atau tidak, seperti yang telah dikemukakan oleh Siagian

(1978:77), yaitu:

a.

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya
dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan
organisasi dapat tercapai.

Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi
adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya
dalam mencapai sasaran-sasaran Yyang ditentukan agar para
implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan
dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah
ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-

tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan

sekarang apa yang dikerjakan oleh oerganisasi dimasa depan.
Penyusunan program yang tepat. Suatu rencana yang baik masih
perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat
sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman
bertindak dan bekerja

Tersedianya sarana dan prasarana. Salah satu indikator efektivitas

organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan
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sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh
organisasi.

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Bagaimanapun baiknya suatu
program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka
organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan
pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik,
mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas
organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan

pengendalian.

2.1.4 Pendekatan Efektivitas
Selain itu, ada pula tiga pendekatan yang juga dapat digunakan
sebagai kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi seperti

yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55):

a. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas
dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan
organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun
nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

b. Pendekatan Proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh
mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses

internal atau mekanisme organisasi.
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c. Pendekatan Sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada
output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil

(output) yang sesuai dengan rencana.

Sedangkan ukuran efektivitas menurut Duncan dalam Steers

(1985:53) adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan, Pencapaian adalah keseluruhan upaya
pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh
karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin,
diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian
bagian-bagiannya, maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.
Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu
dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi, Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan
suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan
konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi
lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi, Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk
menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak

ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Untuk mengetahui efektifitas suatu kegiatan diperlukan

pengetahuan tentang cara mengukur efektifitas. Menurut Sumaatmaja
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(2006) bahwa “Pengukuran efektifitas secara umum dapat dilihat dari
hasil kegiatan yang sesuai dengan tujuan dengan proses yang tidak
membuang-buang waktu serta tenaga” Dari pendapat tersebut tampak
bahwa pada dasarnya alat ukur efektfitas terletak pada waktu yang
digunakan dalam pelaksanaan, tenaga yang melaksanakan dan hasil
yang telah diperoleh sebagai berikut:
1. Efektifitas Waktu
Setiap orang atau kelompok yang melaksanakan kegiatan
mengharapkan penggunaan waktu yang minimal mungkin. Hal ini
berarti bahwa waktu sangatlah penting dalam menyelesaikan
pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Jika waktu dalam
menyelesaikan pekerjaan tidak sesuai dengan target yang telah

ditetapkan maka itu bearati kegiatan tidak efektif.

2. Efektifitas Tenaga
Tenaga yang dimaksud berkenaan dengan tenaga fisik dan
pikiran individu maupun kelompok yang terlibat dalam suatu
kegiatan. Tenaga juga berkenaan dengan kuantitas atau jumlah
pekerja. Jika jumlah pekerja sangat banyak dan hasil yang diperoleh

tidak layak maka dapat dikatakan pekerjaan tersebut tidak efektif.



42

3. Hasil yang Diperoleh
Alat ukur yang paling utama dalam mengukur efektifitas
suatu pekerjaan adalah hasil. Pencapaian hasil akhir dari suatu
kegiatan dapat dilihat dengan menyesuaikan hasil yang diperoleh
dengan tujuan yang telah disusun sebelum pekerjaan dilaksanakan.
Oleh karena itu sebelum kegiatan dilaksanakan ditentukan dulu
tujuan yang diharapkan. Jika tujuan tersebut tidak sesuai dengan

harapan maka artinya kegiatan tidak efektif.

2.1.5 Unsur —Unsur Efektivitas
Unsur-unsur efektifitas merupakan ruang lingkup yang menjadi
pembangun efektifitas itu sendiri. Menurut Cahyono(1983), unsur-
unsur efektifitas terbagi atas tiga bagian, yaitu unsur sumber daya
manusia, unsur sumber daya bukan manusia dan unsur hasil yang akan
dicapai.
Berikut ini adalah unsur unsur yang mendukung dalam
mencapai keefektivitas:
a. Unsur Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam hal ini
sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam berbagai
aktivitas guna untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tentukan.
Dalam sebuah organisasi faktor sumber daya manusia sebagai

sumber penentu sukses tidaknya sebuah organisasi mempunyai
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wewenang dan tanggung jawab terhadap sumber daya yang
dioprasikan sehingga efektipitas harus dapat tercapai, namun
sebaliknya jika sumber daya manusia tidak dapat bekerja efektif,
maka efektivitas kerja tidak dapat tercapai.
. Unsur Sumber Daya bukan Manusia

Sumber daya bukan manusia merupakan unsur kedua dari
sumber daya manusia yang memiliki peran dalam suatu kegiatan
atau aktivitas misalnya antara lain modal tenaga kerja, mesin,
peralatan dan sebagainya yang semuanya tentu menunjang
keberhasilan organisasi.
. Unsur hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan

Hasil merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan. Untuk
mencapai hasil yang maksimal, maka seluruh bagian kegiatan yang
dilaksanakan harus menggunakan kedua sumber di atas. Prosedur
untuk mencapai hasil yang diinginkan membutuhkan mekanisme
kerja yang efektif. Efektivitas kerja dapat tercapai dengan
memadukan antara kedua unsur tersebut dengan system manajemen
yang baik, sehigga terjalin sinkronisasi antara komponen di
dalamnya.Sistem manajemen Kkerja terdiri dari perencanaan,

pengorganisasian, pengerakan dan pengawasan.
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2.2 Deskripsi Teori Pelaksanaan
2.2.1 Pengertian Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan
melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb). Pelaksanaan adalah
tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun
secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah
perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa
diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha
yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan
kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dan dilengkapi
dengan segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, persiapan
melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai, dan bagaimana
cara yang harus dilaksanakan guna mencapai sasaran program yang
telah ditetapkan.

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu
rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu
tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun
secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah
perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bias
diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha

yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan
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kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan
dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang
melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana
cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak
lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas
pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional
atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari
program yang ditetapkan semula Pengertian pelaksanaan menurut
beberapa ahli
a. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang
dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan
yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala
kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan,
dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah
sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari
kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka Kkebijakan itu

diturunkan dalam suatu program dan proyek.

2.2.2 Konsep Pelaksanaan
Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari
sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci,

implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap
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siap.  Secara  sederhana pelaksanaan bisa diartikan
penerapan. Pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi,
tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme
mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi
suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh
berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang
dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan
yang telah di rumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala
kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan,
dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus
dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah
program atau kebijakan yang di tetapkan yang terdiri atas pengambilan
keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau
kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program
yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik
suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program
yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi
yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana
dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-

usaha dan didukung oleh alat-alat penujang.
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Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan
adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan
dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut
proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi
informasi yang disampaikan

b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen
yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang
diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang
cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan
fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap
program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi
program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program

d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang
mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak
sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian

khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan
suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling
mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain.
Selain itu dalam proses implementasi sekurang -kurangnya terdapat

tiga unsur penting dan mutlak yaitu :



48

a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan

b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari
program perubahan dan peningkatan

C. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang
bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan

dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana

suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

2.3 Bantuan Sosial
2.3.1 Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang
kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Dalam pemberian bantuan sosial, baik Pemerintah Daerah
sebagai pemberi bantuan sosial maupun Masyarakat/Lembaga
Kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai
porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bantuan sosial di daerah pada awalnya diatur secara umum
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
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Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak
secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada
masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (selanjutnya disingkat Permendagri No.13 Tahun
2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun
2007) dinyatakan bahwa bantuan sosial digunakan untuk
menganggarkan  pemberian  bantuan yang  bersifat  sosial
kemasyarakatan dalam bentuk uang/barang kepada kelompok/anggota
masyarakat dan partai politik yang diberikan secara selektif, tidak
mengikat, jelas peruntukannya, dengan  mempertimbangkan
kemampuan daerah.

Bantuan Sosial merupakan bantuan yang bersumber dari
Kementrian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada
masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS).
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Salah satu Program Jaring Pengaman Sosial yaitu Program
Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah
bantuan yang berupa uang dan diberikan kepada keluarga miskin, tidak
mampu, dan yang rentan terkena dampak akibat dari wabah Corona
Virus Disaese 2019 (COVID-19).

Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin No
22/6/Sk/Hk.02.02/6/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur
Jenderal Fakir Miskin No 18/6/Sk/Hk/02.02/4/2020 Tentang Petunjuk
Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak
Corona (Covid-19) jumlah KPM Bantuan Sosial Tunai sebesar 9 juta
Kepala Keluarga untuk seluruh indonesia.

Bantuan Sosial dapat diberikan secara langsung kepada
masyarakat atau lembaga masyarakatan termasuk di dalamnya bantuan
untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan,

sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Dasar Hukum Pemberian Dana Hibah dan BantuanSosial

Saat ini regulasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari
APBD oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota dapat dikatakan “komplit”, walaupun
sesungguhnya masih diperlukan berbagai 1 Sri Lestari Rahayu,
BantuanSosial di Indonesia ,(Bandung: Fokus Media 2012), 2-3 17

ketentuan yang butuh penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri.
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Regulasi atau ketentuan peranturan perundang-undangan yang
mengatur pemberian hibah dan bansos oleh pemerintah daerah adalah
Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah
dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD yang ditetapkan pada
tanggal 27 Juli 2011 dan di undangkan pada tanggal 28 Juli 2012.
Kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan Permendagri
Nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri
Dalam Negri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumberdari APBD yang diundangkan.
Pada tanggal 22 Mei 2012. Demikian pula sejak tanggal 3
Januari 2012 telah ditetapkan dan pada tanggal 4 Januari telah
diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah
Daerah. Sebelumnya regulasi pemberian hibah dan bantuan sosial
hanya diatur dalam beberapa pasal dalam Pemendagri Nomor 13 tahun
2006. Pemberian hibahhanya diatur dalam pasal 42, pasal 43, dan pasal
44, itu pun sudah berulang kali 18 diubah dengan Permendagri Nomor
59 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah terakhir
diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011. Demikian pula
untuk pemberian bantuan sosial hanya diatur dalam satu pasal, yakni
pasal 45 dan terdiri atas 4 ayat dalam Permendagri Nomor 13 tahun
2006. Itu pun sudah mengalami perubahan sampai dengan

Permendagri Nomor 21 tahun 2011.
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Pemerintah daerah dalam memberikan hibah dan bantuan sosial
yang bersumber dari APBD sejak tahun anggaran 2012 sudah
berpedoman pada Permendagri Nomor 32 tahun 2011. Sedangkan
untuk tahun anggaran 2013 selain berpedoman Permendagri Nomor 32
tahun 2011 juga berpedoman pada Permendagri Nomor 39 tahun 2012
dan untuk hibah juga berpedoman pada PP Nomor 2 tahun 2012
tentang hibah daerah.

Adapun Undang-Undang yang terkait dengan Pelaksanaan
Bantuan Sosial yakni, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).






